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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“ Barang siapa bersungguh-sungguh, pasti akan dapat ” 
( Pepatah Arab ) 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ” 
( QS: Al-Insyirah: 5 ) 
“ Sesungguhnya kemurahan hati itu diraih dengan cara belajar bermurah 
hati; sesungguhnya sabar itu diraih dengan cara belajar sabar; dan 
sesungguhnya ilmu bisa diraih dengan jalan belajar ” 
( Hadits Rasul ) 
 
Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada: 
· Bapak dan ibu (alm) tersayang, 
atas semua doa dukungan dan kasih sayangnya 
· Kakakku tercinta beserta teman-temanku 
· Pacarku tersayang atas segala 
pengertian, motivasi dan bantuannya 
· Almamaterku 
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Jumlah Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar”. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata 
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Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah membantu, mengarahkan, memberi dorongan dan semangat kepada 
penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan yang baik ini, 
penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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penulis dan memberikan pengarahan serta masukan yang berharga bagi penulis. 
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EVALUASI PELAKSANAAN SUNSET POLICY TERHADAP 






Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan negara. Belakangan ini, 
pemerintah khususnya Dirjen Pajak sedang melakukan reformasi besar-besaran 
terhadap sistem perpajakan, salah satunya adalah melalui sunset policy. Tujuan dari 
pelaksanaan sunset policy adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 
masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela dan 
melaksanakannya dengan benar. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, setiap 
Wajib Pajak harus memiliki NPWP yang digunakan sebagai identitas diri dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penulis tertarik 
untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh sunset policy terhadap peningkatan 
jumlah NPWP. Penelitian ini hanya melihat pelaksanaan sosialisasi sunset policy 
beserta kendala-kandalanya dan penambahan jumlah NPWP setelah dilaksanakannya 
sunset policy, serta menghitung jumlah masyarakat yang berpotensi sebagai Wajib 
Pajak tetapi belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. 
Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan jumlah NPWP sebelum dan 
setelah dilaksanakannya sunset policy, tetapi pelaksanaan sunset policy belum 
memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah NPWP di KPP Pratama 
Karanganyar. Hal ini dikarenakan masih kurangnya metode sosialisasi sunset policy 
yang dilakukan KPP Pratama Karanganyar. Selain itu hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang sudah layak pajak tetapi belum masuk 









THE EVALUATION OF SUNSET POLICY APPLYING AGAINST THE 
INCREASING OF THE TAX OBLIGATOR AMOUNT AT KANTOR 





Tax is footstool resources of nation income. Later, the government especially 
Directorate General Of  Tax is doing big reformation against taxation system, one of 
them is trough sunset policy. The purpose of sunset policy applying is to give wide 
chances to the society to start to fulfill their taxation obligation with awareness and 
to carry out the right implementation. In fulfilling taxation obligation, every tax 
obligator has to have Register Number Of Tax Obligator (NPWP) which is used for 
self identity in applying right and obligation of taxation. Therefore the author is 
interested to know how the impact of sunset policy is and it’s barrier and how the 
increasing of Register Number Of Obligator after applying sunset policy, and to 
calculate the amount of potential tax obligator numbers but have not yet enlisted as 
tax obligator. 
Based on this research, theres difference between the amount of Register 
Number Of Tax Obligator before and after sunset policy is applied, but the 
implementation of sunset policy has not yet have significant impact against the 
increasing of Register Number Of Tax Obligator at the office of tax serving or KPP 
Pratama Karanganyar. It is caused by poorly sunset policy socialization method that 
is done by KPP Pratama Karanganyar. Except that the result of the research shows 



















  PENDAHULUAN 
 
A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Modernisasi Direktorat Jenderal Pajak yang mulai diterapkan tahun 2007, 
salah satunya dengan modernisasi KPP yang hingga saat ini telah mencapai 
kemajuan yang signifikan. Sekarang ini hampir semua KPP di Jawa telah 
menjadi KPP modern. Hampir semua kabupaten telah memiliki Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
adalah instansi vertikal Dirjen Pajak yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, dan selanjutnya untuk KPP 
Pratama Karanganyar bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor 
Wilayah Jawa Tengah II. 
KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, 
pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 
Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak 
Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dalam wilayah 
 14 
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam 
melaksanakan tugasnya KPP Pratama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan subjek dan objek 
pajak, serta penilaian objek PBB. 
b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 
c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 
pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya. 
d. Penyuluhan perpajakan. 
e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. 
f. Pelaksanaan ekstensifikasi. 
g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 
h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak. 
i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 
k. Pelaksanaan intensifikasi. 
l. Pembetulan ketetapan pajak. 
m. Pengurangan PBB serta BPHTB. 
n. Pelaksanaan administrasi kantor. 
Gambaran Umum tentang KPP Pratama Karanganyar diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Karanganyar 
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KPP Pratama Karanganyar merupakan pecahan dari KPP Pratama 
Surakarta. KPP Pratama Karanganyar berdiri sendiri seiring dengan adanya 
program modernisasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 
Pada awal berdirinya KPP Pratama Karanganyar menggunakan ex Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surakarta. Sehubungan digunakannya 
kantor tersebut sebagai Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II sekitar bulan 
Januari 2007 maka sementara waktu kegiatan operasional KPP Pratama 
Karanganyar dipindahkan ke ex Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak 
(Karikpa) Surakarta. Pada akhir bulan Desember 2007 dan tanpa perencanaan 
yang matang KPP Pratama Karanganyar pindah ke Gedung Megaria Jalan 
Raya Palur karena banjir bandang akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo 
yang mengakibatkan sebagian besar dokumen hanyut terbawa banjir. Sejak 
pindah ke kantor baru tersebut, sarana dan prasarana KPP Pratama 
Karanganyar masih belum lengkap. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya 
ruang untuk mesin-mesin komputer yang memerlukan ruang khusus yang 
relatif dingin. Akibat kurangnya sarana dan prasarana tersebut hingga pernah 
terjadi suatu kejadian dimana mesin komputer terbakar karena suhu yang 
terlalu panas, pendingin udara yang semuanya belum terpasang dan seringkali 
Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) tidak bisa on line 
sehingga harus menggunakan sarana-sarana manual. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan: Nomor 55/PMK.01/2007 
tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Instansi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat 
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Jenderal Pajak, maka kode wilayah KPP Pratama Karanganyar di NPWP 
yang sebelumnya 526 (KPP Pratama Surakarta) menjadi 528 (KPP Pratama 
Karanganyar). Wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar meliputi 2 
kabupaten, yaitu: 
1) Kabupaten Karanganyar terdiri dari 16 kecamatan. 
2) Kabupaten Sragen terdiri dari 20 kecamatan. 
2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak 
a. Visi Dirjen Pajak 
Visi Dirjen Pajak adalah menjadi model pelayanan masyarakat yang 
menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang 
dipercaya dan dibangggakan masyarakat yang bercirikan sebagai berikut: 
1. Aparat berintegrasi tinggi dan profesional. 
2. Memiliki kinerja tinggi dan setara dengan kinerja instansi perpajakan 
negara maju. 
3. Kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh. 
4. Kewibawaan yang tinggi di mata masyarakat domestik dan 
internasional. 
5. Memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yang 
tinggi. 
b. Misi Dirjen Pajak 
Misi Dirjen pajak adalah menghimpun penerimaan dalam negeri dari 
sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan 
pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat 
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efektivitas dan efisiensi yang tinggi dengan batasan-batasan sebagai 
berikut: 
1. Tingkat tax ratio, coverage ratio, dan complience ratio yang tinggi. 
2. Pajak mampu berperan utama dalam membiayai defisit APBN. 
3. Kebijaksanaan perpajakan netral dan non distortion. 
4. Mampu mendukung kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi, 
sosial, dan politik. 
5. Cost of Collection rendah. 
3. Struktur Organisasi KPP Pratama Karanganyar 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 132/PMK.01/2006 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Dirjen Pajak yang 
tercantum dalam Pasal 60, struktur organisasi KPP Pratama Karanganyar 















































































































































4. Deskripsi Masing-Masing Jabatan 
a) Kepala Kantor 
Kepala Kantor bertugas mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan 
operasional pelayanan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan, untuk meningkatakan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan. 
b) Sub Bagian Umum 
Sub Bagian Umum terdiri dari tiga bagian, yaitu: 
§ Bagian Kepegawaian 
Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian antara lain menata 
usahakan surat masuk dan surat keluar, pengetikan, 
penataan/penyusunan arsip dan dokumen serta membantu urusan 
lapangan. 
§ Bagian Keuangan 
Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara 
menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun Daftar Usulan 
Kegiatan (DUP) dan memproses surat permintaan pembayaran. 
§ Bagian Rumah Tangga 
Bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan 
kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan 
dan menyalurkan perlengkapan kantor serta memelihara barang 
inventaris. 
c) Seksi Pelayanan 
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Seksi Pelayanan bertugas melakukan penetapan dan penerbitan 
produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas 
perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta 
penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, registrasi Wajib Pajak, 
serta melakukan kerja sama perpajakan. 
d) Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertugas melakukan 
pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi 
perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha 
penerimaan perpajakan, pengalokasian PBB dan BPHTB, pelayanan 
dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, 
pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. 
e) Seksi Penagihan 
Seksi Penagihan bertugas melakukan urusan penatausahaan piutang 
pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif (Surat 
Tagihan dn Lelang) terhadap tunggakan yang telah jatuh tempo, usulan 
penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen 
penagihan. 
f) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 
Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas pengamatan 
potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan 
pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang 
ekstensifikasi. 
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g) Seksi Pemeriksaan 
Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 
pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan 
dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan mendistribusikan 
ke Seksi Fungsional, administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, 
menyusun laporan/surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan 
dengan seksi pemeriksaan, menyusun laporan pemeriksaan serta 
mengadministrasikan berkas laporan hasil pemeriksaan. 
h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I) 
Tugas yang dilakukan tiap Waskon adalah sama, hanya saja setiap 
Waskon membawahi daerah/kecamatan yang berbeda-beda. Seksi 
Waskon  mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan 
konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis 
kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam 
rangka melakukan intensifikasi, melakukan pembetulan ketetapan pajak, 
usulan pengurangan PBB serta BPHTB dan melakukan evakuasi hasil 
banding. 
Seksi Waskon I membawahi 14 kecamatan, yaitu: 
1. Kecamatan Karangpandan. 
2. Kecamatan Karanganyar. 
3. Kecamatan Kebakramat. 
4. Kecamatan Tasikmadu. 
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5. Kecamatan Mojogedang. 
6. Kecamatan Sidoharjo. 
7. Kecamatan Tangen. 
8. Kecamatan Gemolong. 
9. Kecamatan Mondokan. 
10. Kecamatan Sumberlawang. 
11. Kecamatan Tanon. 
12. Kecamatan Kalijambe. 
13. Kecamatan Masaran. 
14. Kecamatan Sambung Macan. 
i) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (Waskon II) 
Seksi Waskon II membawahi 9 kecamatan, yaitu: 
1. Kecamatan Jaten. 
2. Kecamatan Matesih. 
3. Kecamatan Jatipuro. 
4. Kecamatan Gondang. 
5. Kecamatan Jenar. 
6. Kecamatan Sukodono. 
7. Kecamatan Kedawung. 
8. Kecamatan Sragen. 
9. Kecamatan Tawang Mangu. 
j) Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Waskon III) 
Seksi Waskon III membawahi 13 kecamatan, yaitu: 
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1. Kecamatan Colomadu. 
2. Kecamatan Gondangrejo. 
3. Kecamatan Kerjo. 
4. Kecamatan Jatiyoso. 
5. Kecamatan Jumantono. 
6. Kecamatan Plupuh. 
7. Kecamatan Sambirejo. 
8. Kecamatan Ngrampal. 
9. Kecamatan Ngargoyoso. 
10. Kecamatan Karang Malang. 
11. Kecamatan Jumapolo. 
12. Kecamatan Miri. 
13. Kecamatan Gesi. 
k) Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 
KP2KP adalah instansi vertikal Dirjen Pajak yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama. KP2KP mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, 
penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta 
membantu KPP Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada 
masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut KP2KP 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
§ Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi 
perpajakan kepada masyarakat. 
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§ Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
§ Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. 
§ Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam 
rangka membantu KPP Pratama. 
§ Pelaksanaan administrasi kantor. 
KP2KP terdiri dari petugas tata usaha dan kelompok jabatan 
fungsional yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut: 
1) Petugas Tata Usaha 
bertugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, 
rumah tangga dan perlengkapan. 
2) Kelompok Jabatan Fungsional 
bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-
masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
l) Fungsional Pemeriksa 
Fungsional Pemeriksa mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan 
pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
5. Lokasi KPP Pratama Karanganyar 
KPP Pratama Karanganyar yang semula berada satu gedung dengan KPP 
Pratama Surakarta, sekarang telah mulai beroperasi sendiri dan berlokasi di 





B. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi hak dan 
kewajiban setiap masyarakat. Pemerintah telah memberlakukan instrumen 
kebijakan ekonomi, baik yang termasuk kebijakan fiskal maupun kebijakan 
moneter. Pajak termasuk dalam kategori kebijakan fiskal. Sumber pendapatan 
dari sektor pajak merupakan faktor potensial dalam upaya pemulihan ekonomi 
negara dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi 
Indonesia. Oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai salah satu 
kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royongan dan peran serta aktif 
masyarakat dalam membiayai pembangunan disegala bidang yang meliputi 
pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan. 
Salah satu komponen penting disisi penerimaan dalam APBN tentunya dari 
sektor pajak. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir struktur penerimaan APBN sebesar 
60-70 % dibiayai dari sektor perpajakan. Mengingat unsur strategis penerimaan 
pajak tersebut, maka akselerasi realisasi peningkatan penerimaan pajak setiap 
tahun sangat diharapkan dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan. Untuk mendorong pertumbuhan pendapatan negara dalam rangka 
mewujudkan kemandirian keuangan bangsa dalam membiayai pembangunan 
melalui optimalisasi penggalian dana yang bersumber dari dalam negeri, maka 
pemerintah perlu menyusun berbagai kebijakan fiskal, baik dibidang perpajakan 
maupun penerimaan  negara bukan pajak. Salah satu kebijakan tersebut adalah 
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dengan telah dilakukannya reformasi terhadap sistem perpajakan “tax reform” 
yang mulai dicanangkan sejak tahun 1984. 
Dalam ranngka mengantisipasi tantangan dan perubahan yang timbul dimasa 
yang akan datang, pemerintah melakukan penyempurnaan kembali terhadap “tax 
reform” menjadi undang-undang yang mulai diberlakukan sejak tahun 1995. 
Perubahan undang-undang yang baru diharapkan dapat memberi kepastian 
hukum melalui perluasan basis pajak dan penyederhanaan sistem perpajakan. 
Oleh karena itu, pajak dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap 
pinjaman luar negeri yang tidak dapat diandalkan karena tetap harus dibayar 
kembali dikemudian hari beserta bunganya yang cukup besar. 
Seiring dengan adanya krisis keuangan global yang melanda perekonomian 
diberbagai negara termasuk negara Indonesia akan memberikan dampak negatif 
terhadap penerimaan negara. Maka pemerintah perlu memperkuat basis 
perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara yang stabil. 
Belakangan ini pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak sedang 
melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem perpajakan di Indonesia. 
Salah satu upaya tersebut yaitu melalui peningkatan pelayanan publik, antara lain 
dengan dibentuknya kebijakan sunset policy yang diatur dam pasal 37A Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (KUP). Mengingat masih rendahmya angka tax ratio negara 
Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, hal ini menunjukkan 
masih kurangnnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak. Maka 
dari itu, Direktorat Jenderal Pajak harus bekerja ekstra untuk menggali potensi 
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pajak dalam menaikkan angka tax ratio Indonesia guna menciptakan keadilan, 
sehingga persaingan bisnis menjadi sehat dan transparan. Tujuan dari program 
sunset policy salah satunya adalah menjaring masyarakat dan para pengusaha 
yang telah berusia 21 tahun walaupun mempunyai penghasilan yang belum 
melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tapi belum mempunyai NPWP 
untuk segera mendaftarkan diri ke KPP terdekat untuk memperoleh NPWP. 
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 
2008 yamg akan mulai dilaksanakan tahun 2009, terdapat perlakuan berbeda 
terhadap masyarakat yang mempunyai NPWP, yaitu: 
1. PPh Pasal 21: WP yang memiliki NPWP tidak dikenakan denda 20 % 
sedangkan WP yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan denda 20 % dari 
PPh terutang. 
2. PPh Pasal 22: WP yang memiliki NPWP tidak dikenakan denda 100 % 
sedangkan WP yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan denda 100 % dari 
PPh terutang. 
3. PPh Pasal 23: WP yang memiliki NPWP tidak dikenakan denda 100 % 
sedangkan WP yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan denda 100 % dari 
PPh terutang. 
4. Dibebaskan dari Fiskal Luar Negeri (FLN) bagi WP yang memiliki NPWP 
sedangkan yang tidak memiliki NPWP tetap dikenakan FLN. 
Dari sini penulis ingin menghitung jumlah masyarakat yang telah layak pajak 
yang memanfaatkan fasilitas sunset policy. Kemudian hasil perhitungannya akan 
dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak tahun lalu sebelum dilaksanakannya 
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kebijakan sunset policy. Untuk itu penulis mengambil judul “EVALUASI 
PELAKSANAAN SUNSET POLICY TERHADAP PENINGKATAN 
JUMLAH WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK 
PRATAMA KARANGANYAR”. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin merumuskan 
beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Berapakah besarnya perbandingan jumlah Wajib Pajak (NPWP) di KPP 
Pratama Karanganyar sebelum dan sesudah dilaksanakannya kebijakan sunset 
policy? 
2. Kendala apa saja yang dihadapi KPP Pratama Karanganyar dalam menjaring 
Wajib Pajak baru melalui sunset policy? 
3. Bagaimana upaya yang dilakukan KPP Pratama Karanganyar dalam 
menghadapi kendala tersebut? 
 
D. Tujuan 
Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah 
dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui besarnya perbandingan jumlah Wajib Pajak tahun sebelumnya 
dengan jumlah Wajib Pajak baru yang mendaftarkan diri untuk memperoleh 
NPWP melalui fasilitas sunset policy. 
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi KPP Pratama Karnganyar   dalam 
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      meningkatkan jumlah Wajib Pajak melalui sunset policy. 
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan KPP Pratama Karangannyar dalam 
menghadapi kendala tersebut. 
 
E. Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penulisan Tugas Akhir ini 
adalah: 
1. Bagi KPP Pratama Karanganyar 
Merupakan sumbangan pikiran dalam merumuskan kebijakan serta 
tindakan-tindakan selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan jumlah 
Wajib Pajak. 
2. Bagi Peneliti 
Menambah pengetahuan dan memberikan informasi mengenai 
pelaksanaan sunset policy dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak. 
3. Bagi Pihak Lain 
Dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan untuk penelitian-
penelitian selanjutnya. 
F. Metode Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dalam penyusunan Tugas Akhir 
 ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan metode sebagai berikut: 
1. Metode Penelitian Kepustakaan 
Metode Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan membaca, 
mempelajari, dan menganalisis berbagai informasi dan teori dengan materi 
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yang dianalisis dalam Tugas Akhir ini. Informasi dan teori tersebut 
bersumber dari literatur, diktat, artikel, Peraturan Perundang-undangan 
Perpajakan beserta peraturan pelaksananya, catatan-catatan selama kuliah, 
majalah, surat kabar, internet, dan sumber tertulis lainnya. 
2. Metode Penelitian Lapangan 
Penelitian Lapangan dilakukan dengan 2 metode, yaitu: 
a. Metode wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-
pihak yang berkaitan langsung dengan sunset policy dan NPWP. 
b. Metode observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan penelitian 
secara langsung di KPP Pratama Karanganyar. 
 
G. Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi gambaran umum perusahaan, latar belakang masalah tujuan 
Tugas Akhir, manfaat Tugas Akhir, dan metodologi pengumpulan 
data. 
BAB II ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 Berisi tentang landasan teori yang relevan dengan topik yang akan 
dibahas,    menganalisis   data    dan    fakta    hasil    penelitian    serta 
 mengidentifikasi masalah yang ada di KPP Pratama Karanganyar. 
BAB III TEMUAN 
Berisi tentang kelebihan dan keterbatasan yang relevan dengan 
masalah yang dibahas. 
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BAB IV PENUTUP 
Berisi kesimpulan dari apa yang telah diuraikan dari bab-bab 






ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Pengertian Pajak 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Dapat 
dipaksakan dalam hal ini dimaksudkan bahwa bila pajak tidak dibayarkan 
tepat waktu, utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan 
kekerasan, yaitu dengan menggunakan surat paksa dan surat sita. 
a. Fungsi Pajak 
1) Fungsi penerimaan (budgetair), yaitu pajak digunakan sebagai sumber 
dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
2) Fungsi mengatur (regulerend), yaitu pajak digunakan sebagai alat 
untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam bidang 
ekonomi dan sosial. 
b. Pengelompokan Pajak 
Berdasarkan golongannya: 
1) Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib 





2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau 
dilimpahakan kepada orang lain. 
Berdasarkan sifatnya: 
1) Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan diri Wajib 
Pajak untuk penetapan besarnya pajak. 
2) Pajak objektif adalah pajak yang memperhatikan pada objeknya tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
Berdasarkan Lembaga Pemungutnya: 
1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 
2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 
c. Sistem Pemungutan Pajak 
1) Official assessment system, yaitu sistem pemungutan yang memberi 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
2) Self assessment system, yaitu sistem pemungutan yang memberi 
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya 
pajak yang terutang. 
3) With holding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak 
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yang bersangkutan) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak. 
2. Pengertian Wajib Pajak 
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan kewajiban 
perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak (Erly Suandy, 
2006: 3). 
Hak-hak yang dimiliki Wajib Pajak: 
a. Memperoleh NPWP. 
b. Mengajukan penundaan pembayaran atau mengangsur utang pajak yang 
telah jatuh tempo. 
c. Meminta perpanjangan batas waktu penyampaian SPT. 
d. Melakukan pembetulan SPT dalam jangka waktu 2 tahun sepanjang 
Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan. 
e. Mengajukan keberatan dan banding. 
Kewajiban yang harus dipenuhi setiap Wajib Pajak: 
a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, terutama yang 
berpenghasilan melebihi PTKP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha 
Kena Pajak (PKP) bagi pengusaha. 
b. Melunasi semua utang pajaknya. 
c. Melaporkan SPT ke KPP setempat atau ke KPP tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
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d. Untuk WP badan diwajibkan melakukan pembukuan dan melakukan 
pencatatan bagi WP orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan 
bebas maupun WP orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang 
diijinkan melakukan pencatatan. 
e. Memberikan bukti-bukti yang diminta petugas pajak ketika dilakukan 
pemeriksaan. 
3. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan 
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 
digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Erly Suandy, 2006: 3). 
Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 28 tahun 2007 disebutkan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan 
diri pada kantor Dirjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal 
atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Hal 
ini dimaksudkan untuk memperlancar sistem administrasi perpajakan dan 
menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta dalam pengawasannya. 
Kewajiban ini berlaku pula untuk wanita kawin yang dikenakan pajak 
terpisah karena hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim atau 
dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan 
dan harta. Apabila berdasarkan data yang diperoleh/dimiliki Dirjen Pajak, 
orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh 
 36 
NPWP tapi tidak mendaftarkan diri, dapat diterbitkan NPWP secara 
jabatan. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. 
Format NPWP: 
 NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode 
Wajib Pajak dan enam digit berikutnya merupakan kode Administrasi 
Perpajakan. Format dari NPWP adalah sebagai berikut: 
XX. XXX. XXX. X. XXX. XXX 
 Fungsi NPWP: 
a. Sarana dalam administrasi perpajakan. 
b. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan 
hak dan kewajiban perpajakannya. 
c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 
d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan 
administrasi perpajakan. 
e. Dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi 
tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-
dokumen yang diwajibkan. 
Kewajiban Mendaftarkan Diri: 
a. Wajib Pajak Badan. 
b. Wajib Pajak Perseorangan. 
c. Badan Usaha Tetap (BUT). 
d. Wajib Pajak Pemungut atau Pemotong pajak, seperti bendaharawan dan 
badan-badan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 
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e. Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup 
terpisah berdasarkan keputusan hakim atau perjanjian tertulis 
pemisahan penghasilan. 
f. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, wajib mendaftarkan diri 
paling lama satu bulan setelah saat usaha mulai dijalankan. Ketentuan 
ini juga berlaku bagi Wajib Pajak badan. 
g. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan 
bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang 
jumlahnya telah melebihi PTKP setahun, wajib mendaftarkan diri 
paling lambat akhir bulan berikutnya. 
h. Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP. 
Apabila berdasarkan data yang diperoleh/dimiliki Dirjen Pajak, 
orang pribadi/badan telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP, 
tetapi tidak segera mendaftarkan diri maka akan diterbitkan NPWP 
secara jabatan. 
Tata Cara Pemberian NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi: 
a. Datang langsung ke KPP. 
1) Wajib Pajak menyampaikan formulir Permohonan Pendaftaran dan 
Perubahan Data Wajib Pajak yang telah diisi beserta lampirannya 
kepada petugas TPT. 
2) Petugas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)/Lembar 
Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS dipisahkan untuk 
diserahkan kepada WP, sedangkan LPAD digabungkan dengan 
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berkas pendaftaran kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi 
Pelayanan/Pelaksana Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP). 
3) Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP merekam berkas 
pendaftaran WP dan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar 
(SKT) serta Kartu NPWP kemudian menyerahkannya kepada 
Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP. 
SKT diterbitkan dalam rangkap dua: 
· Lembar ke-1: untuk WP. 
· Lembar ke-2: untuk arsip KPP. 
4) Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP meneliti dan 
menandatangani SKT kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana 
Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP. 
5) Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP menerima 
dokumen yang telah ditandatangani,  memberi nomor, memberi 
stempel kantor, memisahkan SKT untuk arsip dengan SKT dan 
kartu NPWP yang akan diserahkan kepada WP. 
6) Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP mengarsipkan dan 
menyerahkan SKT dan kartu NPWP kepada WP. 
7) Jangka waktu penyelesaian pemberian NPWP paling lama satu jam 
sejak permohonan diterima. 
8) Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP bertanggung jawab 
terhadap terpenuhinya jangka waktu pemberian NPWP dan 
pelaksanaan pelayanannya. 
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b. e-Registration melalui Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling. 
c. e-Registration melalui Internet. 
e-Registration melalui internet dapat dilakukan dengan membuka 
situs internet Dirjen Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. 
 Persyaratan Pemberian NPWP: 
a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau 
pekerjaan bebas, yaitu: 
1) Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
2) Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat 
tinggal/domisili dari yang bersangkutan. 
b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau 
pekerjaan bebas, yaitu: 
1) Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
2)  Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat 
tinggal/domisili dari yang bersangkutan. 
3)  Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari 
Wajib Pajak. 
c.   Untuk Wajib Pajak badan, yaitu: 
1)  Kopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan 
penunjukan dari kantor pusat bagi Badan Usaha Tetap (BUT). 
2)   Bagi penduduk Indonesia: fotokopi KTP. 
3) Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat 
tinggal  dari  instansi  yang  berwenang  minimal Lurah atau  Kepala 
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 Desa bagi orang asing. 
4) Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang 
berwenang minimal Lurah/Kepala Desa. 
d. Untuk Joint Operation sebagai pemungut/pemotong, yaitu: 
1) Fotokopi perjanjian kerjasama sebagai Joint Operation. 
2) Fotokopi NPWP masing-masing anggota Joint Operation. 
3) Bagi penduduk Indonesia: fotokopi KTP. 
4) Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat 
tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah/Kepala Desa 
dari salah satu pengurus Joint Operation. 
e. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu 
atau wanita kawin yang tidak pisah harta melampirkan fotokopi Surat 
Keterangan Terdaftar. 
f. Apabila permohonan ditandatangani orang lain, harus dilengkapi surat 
kuasa dari yang diwakilkan. 
Penerbitan NPWP Secara Jabatan. 
Dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 disebutkan 
bahwa Dirjen Pajak menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP 
secara jabatan apabila Wajib Pajak atau PKP tidak melaksanakan 
kewajibannya untuk mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya. 
Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP: 
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau 
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, sehingga dapat 
 41 
merugikan pada pendapatan negara diancam dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali lipat jumlah 
pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. 
4. Pengertian Ekstensifikasi 
Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan 
jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi 
perpajakan. 
5. Tingkat Kepatuhan 
Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan 
aktivitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. 
Suparman (1987: 16) mendefinisikan tingkat kepatuhan sebagai suatu 
kesiapan atau kesadaran WP dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga 
negara yang baik disertai juga dengan sanksi yang berlaku. Patuh adalah 
Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak yang memenuhi kriteria 
sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
235/KMK.03/2003 tentang Kriteria WP yang Dapat Diberikan 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. 
Secara umum kriteria WP patuh dapat dilihat dari pemenuhan 
kewajiban perpajakannya. Persyaratan untuk menjadi WP patuh adalah: 
a. Memenuhi kewajiban perpajakan selama kurang lebih 5 tahun. 
b. Menunjukkan Laporan Keuangan yang telah diaudit. 
c. Menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu. 
d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. 
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e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana 
dibidang perpajakan dalam 10 tahun terakhir. 
6. Sunset Policy 
a. Dasar Hukum Sunset Policy. 
Sunset Policy diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
pasal 37A. Peraturan pelaksananya ada pada: 
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tanggal 29 
April 2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan SPT 
dan Persyaratan WP yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi 
Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A UU Nomor 28 
Tahun 2007. 
2) Peraturan Pemerintah Nomor 27/PJ/2008 tanggal 19 Juni 2008 pasal 
1 s. d. 5, pasal 8 s. d. 10, dan pasal 13. 
3) Peraturan Pemerintah Nomor 30/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 pasal 
6, 7, 11, dan 12. 
4) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-31/PJ/2008 tanggal 19 Juni 
2008. 
5) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 
2008 tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan 
Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, 
Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait 
dengan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang KUP. 
6) Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  Nomor  SE-34/PJ/2008  tanggal 31 Juli 
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2008 tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang 
KUP beserta Ketentuan Pelaksanaannya. 
7) Surat Edaran DJP Nomor SE-67/PJ/2008 tanggal 2 Desember 2008 
tentang Pemanfaatan Data atau Keterangan yang Berkaitan Dengan 
SPT Tahunan PPh yang Disampaikan WP. 
b. Pengertian Sunset Policy. 
Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang 
hanya berlaku ditahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi 
administrasi perpajakan berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 
37A Undang–Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007). Kebijakan ini memberi 
kesempatan pada masyarakat untuk memulai memenuhi kewajiban 
perpajakannya dengan benar. Yang dipentingkan dalam kebijakan 
sunset policy adalah agar seluruh rakyat Indonesia yang sudah layak 
pajak masuk ke dalam sistem data perpajakan. 
c. Jangka Waktu Sunset Policy. 
Fasilitas sunset policy hanya berlaku dalam satu tahun, yaitu mulai 
dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, tetapi 
berhubung pada bulan Desember 2008 jumlah Wajib Pajak yang 
memanfaatkan sunset policy sangat banyak, maka fasilitas ini 
diperpanjang sampai tanggal 28 Februari 2009 berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 2008 
Tanggal 31 Desember 2008. Adapun pengunduran batas waktu sampai 
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tanggal 28 Februari 2009 hanya diperuntukkan bagi WP lama yang 
telah memiliki NPWP. Perpanjangan waktu tersebut mencakup 
pelaporan pembetulan SPT serta pembayaran pajaknya, sedangkan WP 
yang baru mendaftar NPWP pada tahun 2008, batas waktu sunset policy 
sampai dengan tanggal 31 Maret 2009. 
d. Pihak-Pihak Yang Dapat Memanfaatkan Sunset Policy: 
1) Orang pribadi yang belum memiliki NPWP, yang dalam tahun 2008 
secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan 
menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan tahun-
tahun pajak sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009. 
2) Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang telah memiliki NPWP 
sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan 
PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk 
melaporkan penghasilan yang belum diperhitungkan dalam 
pelaporan SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan yang 
mengakibatkan pajak yang dibayar menjadi lebih besar. 
e. Cara Orang Pribadi Yang Belum Memiliki NPWP Dapat Memanfaatkan 
Sunset Policy: 
1) Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara langsung ke 
KPP tempat tinggal orang pribadi tersebut (KPP Domisili) atau 
melalui e-registration, dalam tahun 2008. 
2) Mengisi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun 
pajak sebelumnya (sejak memperoleh penghasilan diatas PTKP). 
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3) Melunasi pajak yang harus dibayar berdasarkan SPT Tahunan PPh 
ke Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos 
Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). 
4) Menyampaikan SPT Tahunan PPh yang dilampiri SSP ke KPP 
Domisili (KPP tempat Wajib Pajak terdaftar) paling lambat tanggal 
31 Maret 2009. 
f.  Cara Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan Yang Telah Memiliki 
NPWP Dapat Memanfaatkan Sunset Policy: 
1) Membetulkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan/atau tahun-
tahun pajak sebelumnya yang telah disampaikan dengan cara 
mengisi kembali formulir SPT Tahunan tersebut, apabila menurut 
WP masih terdapat kekurangan pajak yang harus dibayar. 
2) Melunasi kekurangan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan 
pembetulan SPT Tahunan PPh ke Bank Persepsi atau Bank Devisa 
Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan SSP. 
3) Menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh yang dilampiri SSP 
paling lambat tanggal 31 Maret 2009 ke KPP tempat WP terdaftar. 
g. Cara Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan Yang Telah Memiliki 
NPWP Sebelum Tahun 2008 Tetapi Belum Menyampaikan SPT 
Tahunan PPh Dapat Memanfaatkan Sunset Policy: 
1) Mengisi SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan tahun-tahun 
sebelumnya yang belum disampaikan. 
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2) Melunasi pajak yang harus dibayar berdasarkan SPT Tahunan PPh 
ke Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos 
Persepsi dengan menggunakan SSP. 
3) Menyampaikan SPT Tahunan PPh yang dilampiri SSP paling 
lambat tanggal 31 Desember 2008 ke KPP tempat Wajib Pajak 
terdaftar. 
h.   Keuntungan Wajib Pajak Memanfaatkan Sunset Policy adalah: 
1) Tidak dikenai sanksi administrasi berupa bunga. 
2) Tidak dilakukan pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh yang 
disampaikan atau dibetulkan oleh WP, kecuali SPT Tahunan PPh 
yang menyatakan Lebih Bayar atau dikemudaian hari ditemukan 
data atau keterangan lain yang ternyata belum dilaporkan dalam 
SPT tersebut. 
3) Apabila Wajib Pajak sedang diperiksa dan belum disampaikan Surat 
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), pemeriksaan akan 
dihentikan. 
4) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh 
terkait dengan pemanfaatan sunset policy tidak dapat digunakan 
sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas jenis 
pajak lainnya. 
5) Semua pihak yang memanfaatkan kesempatan emas ini dapat tidur 
dengan nyenyak. 
i.   Akibat Tidak Memanfaatkan Sunset Policy: 
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Bagi masyarakat dan WP yang tidak memanfaatkan fasilitas sunset 
policy dan apabila ternyata berdasarkan data yang dimiliki Dirjen Pajak 
diketahui terdapat pajak yang belum dibayar, maka berdasarkan data 
tersebut Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk 
menagih pajak yang belum dibayar termasuk sanksi administrasi. 
Bahkan terhadap WP dapat dikenai sanksi pidana karena melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan. 
Selain itu, apabila Dirjen Pajak memiliki atau mendapatkan data 
atau keterangan lain yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus 
atau kurang dibayar, maka Wajib Pajak juga dapat dikenai sanksi 
administrasi atas pajak yang masih harus atau kurang dibayar tersebut. 
 
B. PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 
1. Analisis Tingkat Kepatuhan WP Dalam Mendaftarkan diri Untuk 
Memperoleh NPWP. 
Analisis Kepatuhan WP adalah suatu kegiatan untuk memberikan 
penilaian terhadap kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menilai kepatuhan WP untuk 
memenuhi kewajibannya dalam hal pendaftaran NPWP, maka perlu 
digunakan data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Karanganyar 
berupa jumlah WP (orang pribadi, badan, dan pemungut) terdaftar. Data-data 
tersebut dibatasi hanya selama periode sebelum dan sesudah dilaksanakannya 
sunset policy yaitu dari tahun 2007 sampai dengan 2008. 
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a. Perbandingan Jumlah WP Terdaftar di KPP Pratama Karanganyar. 
WP terdaftar adalah jumlah WP yang telah mendaftarkan diri di KPP 
Pratama Karanganyar dan kepadanya telah diberikan NPWP. Sebagian 
dari NPWP yang terdaftar pada tahun 2005 juga akan diperlakukan 
sebagai WP baru atau terdaftar di tahun 2008 pada saat memanfaatkan 
sunset policy dengan syarat NPWP yang diterbitkan pada tahun 2005 
memiliki NPWP dengan dua digit nomor pertamanya adalah 17, 18, 19, 
27, 28, 29, 37 dan 38. Pada umumnya rata-rata NPWP tersebut yang 
diterbitkan secara jabatan atau massal pada tahun 2005. 
1) WP terdaftar periode 2007 sampai dengan 2008 di Kabupaten 
Karanganyar. 
Tabel II. 1 
Data Jumlah WP Terdaftar di KPP Pratama Karanganyar Untuk 
Wilayah Kerja Kabupaten Karanganyar  
Periode 2007-2008 





OP 15.297 16.394 1.097 7,17 
Badan 1.750 1.928 178 10,17 
Pemungut 917 935 18 1,96 
Total 17.964 19.257 1.293 19,30 
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Karanganyar 
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Perhitungan persentase (%) kenaikan jumlah WP untuk periode 
2007-2008 di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut: 
a) WP orang pribadi 




´  %= 7,17 % 
b) WP badan 




´  %= 10,17 % 
c) WP pemungut 




´  %= 1,96 % 
Dari data dan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 
sampai dengan tahun 2008 jumlah WP terdaftar di KPP Karanganyar 
khususnya untuk wilayah kerja Kabupaten Karanganyar mengalami 
peningkatan walaupun masih dalam jumlah yang kecil, yaitu sebesar 
1.097 untuk WP orang pribadi dengan persentase kenaikan sebesar 
7,17 %, WP badan sebesar 178 dengan persentase kenaikan sebesar 
10,17 %, dan 18 WP untuk WP pemungut dengan persentase kenaikan 
sebesar 1,96 %. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka selama 
periode sunset policy jumlah WP terdaftar di KPP Pratama 
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Karanganyar secara keseluruhan  mengalami perubahan yaitu 
mengalami peningkatan sebesar 1.293 WP atau sebesar 19,30 %. 
3) WP terdaftar periode 2007 sampai dengan 2008 di Kabupaten Sragen. 
Tabel II. 2 
Data Jumlah WP Terdaftar Di KPP Pratama Karanganyar 
Untuk Wilayah Kerja Kabupaten Sragen  
Periode 2007-2008 





OP 13.094 14.402 1.308 9,41 
Badan 1.548 1.666 118 7,62 
Pemungut 962 994 32 3,33 
Total 15.604 17.062 1.458 20,36 
  Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Karanganyar 
Dari tabel II. 2 dapat diketahui bahwa dari tahun 2007 sampai 
dengan tahun 2008 jumlah WP terdaftar di KPP Pratama Karanganyar 
khususnya wilayah kerja Kabupaten Sragen mengalami peningkatan 
sebesar 1.308 untuk WP orang pribadi dengan persentase kenaikan 
sebesar 9,41 %, 118 untuk WP badan dengan persentase kenaikan 
sebesar 7,62 %, dan 32 untuk WP pemungut dengan persentase 
kenaikan sebesar 3,33 %. Berdasarkan perhitungan diatas, maka 
selama periode sunset policy jumlah WP terdaftar di KPP Pratama 
Karanganyar untuk wilayah kerja Kabupaten Sragen juga mengalami 
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perubahan yaitu mengalami peningkatan dengan jumlah keseluruhan 
sebesar 1.458 WP atau 20,36 %. 
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 
kebijakan sunset policy jumlah Wajib Pajak di dua wilayah kerja KPP 
Pratama Karanganyar mengalami peningkatan yang sangat sedikit 
yaitu sebesar 8,20% atau 2.751 WP yang dapat dilihat pada tabel II. 3 
berikut ini: 
Tabel II. 3 
Data Keseluruhan Jumlah WP Terdaftar Di KPP Pratama 
Karanganyar Periode 2007-2008 





Karanganyar 17.964 19.257 7,20 
Sragen 15.604 17.062 9,34 
Total 33.568 36.319 8,20 
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Karanganyar 
b. Analisis Jumlah Penduduk Yang Berpotensi Sebagai Wajib Pajak 
Perhitungan jumlah penduduk yang berpotensi sebagai WP 
digunakan untuk mengetahui besarnya jumlah penduduk yang 
seharusnya sudah layak pajak tetapi belum mendaftarkan diri sebagai 
Wajib Pajak. Data mengenai jumlah penduduk di wilayah kerja KPP 
Pratama Karanganyar yang meliputi Kabupaten Karanganyar dan 
Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel II. 4 berikut ini: 
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Tabel II. 4 
Jumlah Penduduk Di Wilayah Kerja KPP Pratama 
Karanganyar Periode 2007-2008 
Wilayah Kerja KPP Pratama Kranganyar Tahun 
Karanganyar Sragen Jumlah 
2007 854.963 869.402 1.724.365 
2008 865.580 871.951 1.737.531 
  Sumber: Badan Pusat Statistik 
Dari tabel II. 3 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di dua 
wilayah kerja KPP Pratama dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan. Untuk menghitung perkiraan jumlah perorangan yang 
berpotensi sebagai WP, maka digunakan pendekatan dengan pola 
pembagian masyarakat (menurut Prof. Sumitro Djojohadikusumo 
dalam bukunya “Indonesia dalam Perkembangan Dunia”, Mardiasmo, 
1997, Pengantar Perpajakan). Dalam kasus ini jika diasumsikan 
minimal 20 % jumlah penduduk di wilayah kerja KPP Pratama 
Karanganyar memiliki penghasilan diatas PTKP yaitu sebesar Rp 
15.480.000 serta satu keluarga terdiri dari 4 orang anggota keluarga, 
maka untuk menghitung potensi perorangan yang dapat menjadi WP 
Pajak Penghasilan yang seharusnya terdaftar di KPP Pratama 
Karanganyar digunakan rumus: 
 20 % x Jumlah Penduduk 
4 
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Dengan menggunakan rumus diatas, maka jumlah perorangan 
penduduk yang berpotensi sebagai WP dapat dilihat pada tabel II. 5 
berikut ini: 
Tabel II. 5 
Jumlah Penduduk yang Berpotensi Sebagai Wajib Pajak 
 Periode 2007-2008 
Tahun Penduduk yang Berpotensi 
2007 86.218 
2008 86.877 
Sumber: Data diolah 
Perhitungan jumlah penduduk yang berpotensi sebagai Wajib 
Pajak di dua wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar adalah sebagai 
berikut: 
1) Tahun 2007 
Penduduk yang berpotensi sebagai WP adalah: 
4
365.724.1%20 ´
 =  86.218 jiwa 
2) Tahun 2008 
Penduduk yang berpotensi sebagai WP adalah: 
4
531.737.1%20 ´
 = 86.877 jiwa 
Berdasarkan hasil dari perhitungan diatas, jumlah penduduk yang 
berpotensi menjadi WP mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
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Pada tahun 2007 jumlah penduduk yang berpotensi sebagai WP 
sebesar 86.218 WP sedangkan pada tahun 2008 sebesar 86.877 WP, 
tetapi kenyataannya jumlah WP yang telah terdaftar di KPP Pratama 
Karanganyar tidak menunjukkan jumlah yang sesuai dengan 
perhitungan potensi jumlah Wajib Pajak. Apalagi dengan setelah 
dilaksanakannya sunset policy tidak terlalu berpengaruh terhadap 
peningkatan jumlah Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa 
walaupun pemerintah telah memberikan fasilitas sunset policy salah 
satunya kepada masyarakat yang sudah layak pajak tetapi belum 
mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, ternyata tidak 
dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di wilayah kerja KPP 
Pratama Karanganyar. Untuk mengetahui seberapa besar kesadaran 
dan kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri untuk 
memperoleh NPWP, maka data diatas akan dianalisis kembali dengan 
menggunakan analisis persentase (%). 
c. Analisis Persentase (%) 
Analisis persentase adalah kegiatan yang membandingkan antara 
dua buah komponen atau lebih sehingga didapat suatu keputusan 
apakah objek tersebut mengalami kenaikan atau penurunan yang 
dinyatakan dalam persentase (%). Tabel II. 6 dibawah ini akan 
disajikan rasio jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama 
Karanganyar dan penduduk yang berpotensi sebagai Wajib Pajak. 
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Tabel II. 6 
Rasio WP Terdaftar dengan Penduduk yang Berpotensi Sebagai 
WP Pada Periode 2007-2008 
Tahun WP Terdaftar Penduduk yang Berpotensi 
Sebagai WP 
% 
2007 28.391 86.218 32,93 
2008 30.796 86.877 35,45 
Sumber: Data diolah 
Dari tabel II. 5 dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan WP 
untuk memperoleh NPWP mengalami peningkatan yang cukup 
sedikit, terbukti pada tahun 2008 jumlah penduduk yang berpotensi 
menjadi Wajib Pajak mencapai 86.877 WP atau 35,45 %. Namun 
berdasarkan data yang tercatat di KPP Pratama Karanganyar jumlah 
WP orang pribadi yang terdaftar sampai dengan tahun 2008 hanya 
30.796 WP atau dapat dikatakan hanya 35 % dari yang seharusnya 
terdaftar, hal ini menunjukkan bahwa sebesar 65 % penduduk yang 
berpotensi sebagai WP di wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar 
belum mendaftarkan diri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Hal inilah yang sekarang menjadi kerja keras Dirjen Pajak khususnya 
KPP Pratama Karanganyar untuk mencari jalan keluar dalam rangka 
meningkatkan jumlah Wajib Pajak. 
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2. Upaya Peningkatan Pendaftaran NPWP Melalui Sunset Policy di KPP 
Pratama Karanganyar 
Upaya yang dilakukan KPP Pratama dalam rangka meningkatkan 
kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta untuk menjaring Wajib Pajak 
baru melalui kebijakan sunset policy adalah dengan cara ekstensifikasi. 
Upaya tersebut antara lain adalah: 
a. Pencarian data. 
Pencarian data adalah suatu kegiatan mencari sumber-sumber yang dapat 
memberikan data yang bisa digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
ekstensifikasi pajak. 
b. Surat Himbauan. 
Berdasarkan data yang diperoleh melalui pencarian data, seksi PDI 
mengirimkan surat himbauan kepada calon WP yang telah memenuhi 
syarat menjadi WP. Dalam surat tersebut calon WP dihimbau untuk 
segera mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP selama periode sunset 
policy. Selain itu para Account Representative (AR) juga mengirimkan 
surat himbauan kepada WP yang telah terdaftar agar segera membetulkan 
SPT Tahunan PPh untuk tahun-tahun sebelumnya paling lambat tanggal 
31 Desember 2008 apabila terdapat kesalahan. Ada pun jawaban atas 
surat himbauan tersebut antara lain adalah: 
1) Wajib Pajak tidak menanggapi. 
2) Surat kembali dari kantor pos (kempos). 
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3) Wajib Pajak menanggapi dan mengatakan tidak wajib memiliki 
NPWP. 
c. Sosialisasi Sunset Policy. 
Sosialisasi sunset policy dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 
1) Membagikan stiker, brosur, leaflet, dan booklet diperempatan jalan 
dan dilampu merah yang isinya mengajak WP untuk memanfaatkan 
sunset policy dengan membetulkan SPT yang belum betul atau 
mendaftarkan diri sebagai WP agar memiliki NPWP. 
2) Memasang iklan dibeberapa koran yang beredar di kota Surakarta. 
3) Mengadakan rubrik tanya jawab disalah satu stasiun radio terkemuka 
di kota Surakarta. 
d. Mobil Pajak Keliling. 
Mobil pajak keliling hanya beroperasi di wilayah kerja KPP dan 
diperuntukkan bagi WP yang ingin berkonsultasi mengenai perpajakan 
dan sunset policy tanpa harus datang langsung ke KPP. Mobil pajak 
keliling juga memberikan pelayanan bagi WP yang ingin mendaftarkan 
diri untuk memperoleh NPWP ataupun melaporkan SPT. 
 
3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Sunset Policy. 
Berdasarkan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa jumlah WP 
terdaftar melalui sunset policy mengalami peningkatan walaupun dalam 
jumlah yang kecil. Hal ini dikarenakan banyak kendala yang dihadapi oleh 
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KPP dalam melaksanakan sunset policy khususnya dalam upaya peningkatan 
jumlah WP. Hambatan yang timbul dari pelaksanaan sunset policy adalah: 
a. Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar 
pajak. 
b. Peraturan-peraturan tentang sunset policy yang terlalu banyak dan kurang 
disosialisasikan kepada pihak Wajib Pajak. 
c. Kurang ketegasan dari pihak aparat pajak (fiskus) yang bertugas dalam 
memberikan sanksi kepada WP yang tidak memenuhi kewajibannya. 
d. Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang, baik ditingkat 
pimpinan maupun pelaksananya dalam melaksanakan sosialisasi. 
e. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di KPP Pratama Karanganyar 
seperti komputer dan transportasi yang digunakan pada saat melakukan 
sosialisasi. 
 
4. Strategi Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Sunset Policy. 
a. Memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada seluruh pegawai KPP 
baik ditingkat atasan maupun pelaksananya mengenai sunset policy. 
b. Meningkatkan sarana dan prasarana agar dapat memberikan hasil yangn 
maksimal dalam pelaksanaan sunset policy. 
c. Memberikan sanksi yang tegas kepada WP yang sudah layak pajak tetapi 
belum melaksanakan kewajiban perpajakannya maupun kepada WP yang 
telah memenuhi kewajiban perpajakan tetapi tidak sesuai dengan 
peraturan yang berlaku. 
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d. Memberikan pemahaman kepada WP akan pentingnya membayar pajak 






Berdasarkan analisis dan pembahasan data, maka penulis menemukan beberapa 
kelebihan dan kelemahan mengenai pelaksanaan sunset policy dalam upaya 
peningkatan jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Karanganyar. Kelebihan dan 
kelemahan tersebut antara lain adalah: 
A. KELEBIHAN 
1. Dalam pelaksanaan sunset policy telah terjadi peningkatan jumlah WP 
terdaftar baik WP orang pribadi, WP badan dan WP pemungut pada tahun 
2008. 
2. Upaya yang dilakukan KPP dalam mensosialisasikan sunset policy sudah 
cukup baik, yaitu dengan melibatkan seluruh pegawai KPP. 
3. WP yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan pajak lebih tinggi 20 % 
dibandingkan dengan WP yang memiliki NPWP. Selain itu WP yang telah 
memiliki NPWP akan dibebaskan dari membayar Fiskal Luar Negeri (FLN). 
 
B. KELEMAHAN 
1. Selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 masih banyak penduduk yang 
berpotensi sebagai WP tetapi belum mendaftarkan diri untuk memperoleh 
NPWP. 
2. Masih sedikitnya WP yang memanfaatkan sunset policy. Hal ini dikarenakan 




3. Masih banyaknya hambatan yang muncul dalam melaksanakan sunset policy 





Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah penulis sampaikan mengenai 
evaluasi pelaksanaan sunset policy terdapat peningkatan jumlah WP di KPP Pratama 
Karanganyar, maka dapat diambil beberapa simpulan dan rekomendasi bagi pihak-
pihak yang terkait. Adapun simpulan dan rekomendasi tersebut adalah: 
A. SIMPULAN 
1. Berdasarkan UU No 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No 7 
Tahun 1983 tentang PPh, keuntungan WP yang memiliki NPWP adalah: 
a. PPh Pasal 21: WP yang tidak ber-NPWP dikenakan denda 20% dari PPh 
terutang sedangkan WP yang ber-NPWP tidak dikenakan denda 20%. 
b. PPh Pasal 22: WP yang tidak ber-NPWP dikenakan denda 100% dari PPh 
terutang sedangkan WP yang ber-NPWP tidak dikenakan denda 100%. 
c. PPh Pasal 23: WP yang tidak ber-NPWP dikenakan denda 100% dari PPh 
terutang sedangkan WP yang ber-NPWP tidak dikenakan denda 100%. 
d. Bebas FLN bagi WP yang memiliki NPWP sedangkan WP yang tidak 
memiliki NPWP tetap dikenakan FLN. 
2. Pelaksanaan sunset policy dalam upaya peningkatan jumlah NPWP di KPP 
Pratama Karanganyar belum efektif terbukti dari jumlah NPWP yang 
mengalami peningkatan sebesar 2.751 WP atau 8,20 %. 
3. Penduduk yang berpotensi untuk menjadi WP orang pribadi dalam 




di KPP Pratama Karanganyar baru mencapai 30.796 WP. Hal ini 
menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 
membayar pajak. 
4. Upaya yang dilakukan dalam ekstensifikasi WP melalui sunset policy adalah 
dengan pencarian data, pemberian surat himbauan, sosialisasi sunset policy 
dengan menyebarkan stiker, brosur, leaflet , booklet, pemasangan iklan di 
koran, mengadakan tanya jawab di radio dan pemanfaatan mobil pajak 
keliling. 
5. Hambatan yang dihadapi KPP Pratama Karanganyar melaksanakan sunset 
policy adalah: 
a. Kurangnya kesadaran WP. 
b. Peraturan yang terlalu banyak dan sulit dipahami. 
c. Kurangnya ketegasan fiskus dalam memberikan sanksi. 
d. SDM yang masih kurang. 
e. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. 
6. Strategi yang dilakukan KPP dalam menghadapi hambatan tersebut adalah: 
a. Penyuluhan kepada seluruh pegawai KPP mengenai sunset policy. 
b. Peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 
c. Pemberian sanksi yang tegas kepada WP. 






1. Meningkatkan kinerja dan disiplin aparat pajak. 
2. Pemberian   fasilitas   sunset policy   tidak   hanya  dilaksanakan   pada  tahun 
2008 saja, melainkan tetap dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. 
3. Tambahan sarana dan prasarana agar dapat memberikan hasil yang lebih 
maksimal. 
4. Membuka pojok pajak di tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang, 
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